PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 62 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PRESI DEN NOMCR 9 TAHUN 2005 TENTANG
KEDUDUKAN,  TUGAS, FUNGS, SUSUNAN CRGAN SAS
DAN TATA KERJA KEMENTER AN NEGARA REPUBLI K | NDONES A

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG VAHA ESA
PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Meni nbang

bahwa dalam rangka nmendukung terselenggaranya tertib admnistrasi
peneri nt ahan dan peni ngkatan kinerja Kabi net |ndonesia Bersatu, dipandang
perlu nmengubah Peraturan Presiden Nonor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Qganisasi, dan Tata Kerja Kenenterian Negara
Republ i k | ndonesi a;

Mengi ngat

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Whdang-Undang Dasar Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1945;

2. Undang- hdang Nonor 32 Tahun 2004 tentang Penerintahan Daerah
(Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonor 125, Tanbahan
Lenbar an Negara Republ i k |1 ndonesi a Nonor 4437);

3. Keputusan Presiden MNonmor 187/M Tahun 2004 sebagai mana tel ah
beber apakal i diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nonor 171/ M
Tahun 2005;

4., Peraturan Presiden Normor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Qganisasi, dan Tata Kerja Kenenterian Negara
Republ i k | ndonesi a;

MEMUTUSKAN :

Menet apkan :

PERATURAN PRESI DEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRES DEN NOMCR 9 TAHWN
2005 TENTANG KEDUDLKAN TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN CRGAN SASI, DAN TATA KERJIA
KEMENTER AN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nonor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Qganisasi, dan Tata Kerja Kenenterian
Negar a Republ i k 1 ndonesi a di ubah sebagai berikut :

1 Ket entuan Pasal 11 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 11

Cal am nel aksanakan tugas dan fungsi sebagai nana di naksud dal am Pasal
9 dan Pasal 10, Kenenterian Koordi nator dang Perekonom an
nengkoor di nasi kan :

a. Depar t enen Keuangan;

b. Departenen Energi dan Sunber Daya M neral ;



Depart enen Peri ndustri an;

Depar t enen Per dagangan;

Departenmen Pertani an;

Depar t enen Kehut anan;

Depar t enen Per hubungan;

DCepart enen Kel aut an dan Peri kanan;

Departenen Tenaga Kerja dan Transmgrasi ;

Depart enen Pekerj aan Uhum

Depart enen Konuni kasi dan | nfornati ka;

Kenenteri an Negara R set dan Teknol ogi ;

Kenent eri an Negara Koperasi dan Wsaha Kecil dan Menengah;
Kenent eri an Negara Penbangunan Daerah Tertinggal ;
Kenent eri an Negara Badan Wsaha MIik Negar a;
Instansi |ain yang di anggap perlu."
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Ket ent uan Pasal 19 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 19

(1) Sekretariat Kenenterian Koordinator terdiri dari 3 (tiga) ro.

(2) Biroterdiri dari paling banyak 5 (linma) Bagi an.

(3) Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagi an.

(4) Khusus Bagi an yang nmenangani urusan tata usaha pinpinan terdiri
dari sej umah Subbagi an sesuai kebut uhan. "

Ket ent uan Pasal 81 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 81

(1) Inspektorat Jenderal terdiri dari Sekretariat |nspektorat
Jenderal dan paling banyak 5 (lina) |nspektorat.

(2) Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri dari paling banyak 4
(enpat) Bagian, dan Bagian terdiri dari 2 (dua) Subbagi an.

(3) Inspektorat nenbawahkan Subbagian Tata UWsaha dan Kel onpok
Jabat an Fungsi onal . "

Ket ent uan Pasal 91 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 91

Kenenterian Negara terdiri dari

Kenenteri an Negara R set dan Teknol ogi ;

Kenent eri an Negara Koperasi dan Wsaha Kecil dan Menengah;
Kenent eri an Negara Li ngkungan H dup;

Kenent eri an Negara Penber dayaan Per enpuan;

Kenent eri an Negara Pendayagunaan Aparatur Negar a;
Kenent eri an Negara Penbangunan Daerah Tertinggal ;
Kenent eri an Negara Perencanaan Penbangunan Nasi onal ;
Kenent eri an Negara Badan Wsaha MIik Negar a;

Kenent eri an Negara Perunmahan Rakyat ;

Kenent eri an Negara Penuda dan G ah Raga."
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Bagi an Kedel apan, ketentuan Pasal 104 dan ketentuan Pasal 105 di ubah,
sehi ngga ber bunyi sebagai beri kut :



"Bagi an Kedel apan
Kenent eri an Negara Per encanaan Penbangunan Nasi onal
Pasal 104
Kenmenteri an Negara Perencanaan Penbangunan Nasional nenpunyai tugas
nenbant u Presi den dal am nerunuskan kebi j akan dan koordi nasi di bi dang
per encanaan penbangunan nasi onal .
Pasal 105

Dal am nel aksanakan tugas sebagai nana di maksud dalam Pasal 104,
Kenenteri an Negara Perencanaan Penbangunan Nasi onal nenyel enggar akan

f ungsi

a. perunusan kebi j akan nasional di bidang perencanaan penbangunan
nasi onal ;

b. koor di nasi pel aksanaan kebijakan di bi dang per encanaan
penbangunan nasi onal ;

C. pengel ol aan barang ml i k/kekayaan negara yang nenjadi tanggung
| anabnya;

d. pengawasan at as pel aksanaan tugasnya;

e penyanpai an | aporan hasil evaluasi, saran, dan pertinbangan d

bi dang tugas dan fungsi nya kepada Presiden.”
6. Ket ent uan Pasal 116 di ubah, sehi ngga berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 116

(1) Sekretariat Kenenterian Negara terdiri dari 3 (tiga) Bro.

(2 roterdiri dari paling banyak 4 (enpat) Bagi an.

(3) Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagi an.

(4) Khusus Bagi an yang nmenangani urusan tata usaha pinpinan terdiri
dari sej umah Subbagi an sesuai kebut uhan. "

7. Ketentuan Pasal 132 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 132
(1) Sekretaris Kenenterian Koordinator, Sekretaris Jenderal,
Sekretaris Kenmenterian Negara, Deputi, Drektur Jenderal,
| nspekt ur Jenderal, dan Kepal a Badan adal ah jabatan eselon |. a.
(2) Saf Ahli  adalah jabatan struktural eselon |1.b atau

ser endah- rendahnya eselon 1. a.

(3) Kepala Biro, Asisten Deputi, Drektur, Kepala Pusat, |nspektur,
Sekretaris  Drektorat Jender al , Sekretaris  Badan, dan
Sekretaris Inspektorat Jenderal adalah jabatan struktural
eselon Il.a.

(4) Kepala Bagian, Kepala B dang, dan Kepal a Subdirektorat adal ah
jabatan struktural eselon IIl.a.

(5 Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala Seksi adal ah
jabatan struktural eselon IV.a."



Ket ent uan Pasal 133 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 133

(1) Pejabat struktural eselon | diangkat dan diberhentikan ol eh
Presiden atas usul Menteri yang ber sangkut an.

(2) Pejabat  struktural eselon |l ke bawah diangkat dan
di berhenti kan ol eh Menteri yang ber sangkut an.

(3) Pejabat struktural eselon Il ke bawah dapat diangkat dan
di berhenti kan ol eh Pejabat yang di beri pelinpahan wewenang ol eh
Menteri."

O antara BABM dan BAB M| disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BABM A
sehi ngga ber bunyi sebagai beri kut:

"BABM A
STAF KHUISUS MENTER

Pasal 133 A

(1)) O [lingkungan Kenenterian Negara Republik Indonesia dapat
di angkat paling banyak 3 (tiga) orang Saf Khusus Menteri .

(2) Saf Khusus Menteri sebagai mana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung j anab kepada Menteri .

Pasal 133 B

S af Khusus Menteri nenpunyai tugas nenberikan saran dan
perti nbangan kepada Menteri sesuai penugasan Menteri .

Pasal 133 C

(1) Saf Khusus Menteri dalam nel aksanakan tugasnya wajib
nener apkan prinsi p koordi nasi, integrasi, dan sinkronisasi yang
bai k dengan unit organisasi di |ingkungan Kenenterian Negara
Republ i k | ndonesi a.

(2) Dalamrangka terwj udnya pel aksanaan tugas S af Khusus Menteri
dengan bai k, Sekretaris Jenderal/Sekretaris Mnteri nengatur
tata kerja Saf Khusus Menteri .

Pasal 133 D

(1) Pengangkatan Staf Khusus Menteri ditetapkan dengan Keputusan
Menteri .

(2) Staf Khusus Menteri dapat berasal dari pegawai negeri atau
bukan pegawai negeri .

(3) Pegawai negeri sebagai nana di maksud pada ayat (2) terdiri dari
Peganai Negeri S pil, Anggota Tentara Nasional |ndonesia, dan
Anggot a Kepol i si an Negara Republ i k | ndonesi a.

Pasal 133 E

(1) Pegawai negeri yang diangkat nenjadi Staf Khusus Menteri
diberhentikan dari jabatan organiknya selana nenjadi S af



10.

Khusus Menteri tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai
negeri .

(2) Pegawai negeri yang diangkat nenjadi Staf Khusus Menteri tetap
nenerina gaji sebagai pegawai negeri .

(3) Pegawai Negeri vyang diangkat sebagai Staf Khusus Menteri
di nai kkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tingg tanpa
terikat jenjang pangkat, sesuai dengan Kketentuan peraturan
per undang- undangan yang ber | aku.

Pasal 133 F

(1) Pegawai negeri yang berhenti atau tel ah berakhir masa baktinya
sebagai Staf Khusus Menteri, diaktifkan kenbali dal am jabatan
or gani knya apabi | a bel um nencapai bat as usi a pensi un.

(2) Pegawai negeri yang diangkat sebagai Staf Khusus Menteri
di berhenti kan dengan hornmat sebagai pegawai negeri apabila
telah nencapai batas wusia pensiun dan diberikan hak-hak
kepegawai annya sesuai dengan ket ent uan per at ur an
per undang- undangan yang ber | aku.

Pasal 133 G

Hak keuangan dan fasilitas |ainnya bagi Saf Khusus Menteri diberikan
setinggi-tinggi nya setingkat dengan jabatan struktural eselon |.b.

Pasal 133 H

(1) Masa bakti Saf Khusus Menteri paling |lana sana dengan nasa
j abatan Menteri yang ber sangkut an.

(2) Saf Khusus Menteri apabila berhenti atau tel ah berakhir nasa
baktinya tidak diberi kan pensi un dan uang pesangon.

Pasal 133 |

Saf Khusus Menteri nendapat dukungan admnistrasi dari Sekretariat
Kementerian Koordi nator atau Sekretariat Jenderal atau Sekretari at
Kenent eri an Negar a.

Pasal 133 J

Segala biaya yang diperlukan bagi pel aksanaan tugas Saf Khusus
Ment eri di bebankan kepada Anggar an Pendapat an dan Bel anja Negara.”

Ketentuan Pasal 139 huruf d diubah, sehingga Pasal 139 berbunyi
sebagai beri kut :

"Pasal 139

Departenen yang nenyel enggarakan urusan penerintahan di  bi dang
politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, noneter dan
fiskal nasional, serta agana, jumiah unit organisasinya ditetapkan
sebagai beri kut :
a. Departenmen Luar Negeri

1) Sekretariat Jenderal terdiri dari paling banyak 6 (enan)



2)

3)

4)

ro, masing-nasing Biro dapat terdiri dari paling banyak

5 (lima) Bagian, dan nasing-nmasing Bagian terdiri dari

pal ing banyak 4 (enpat) Subbagi an.

| nspektorat Jenderal terdiri dari :

a) Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri dari
paling banyak 5 (lina) Bagian, dan nasi ng-nmasi ng
Bagian terdiri dari paling banyak 4 (enpat)
Subbagi an;

b) | nspekt or at paling banyak 4 (enpat), dan
nasi ng-nasi ng Inspektorat terdiri dari Subbagi an
Tata Wsaha dan Kel onpok Jabat an Fungsi onal .

Orektorat Jenderal terdiri dari :

a) Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari paling
banyak 5 (lina) Bagian, dan nasing-nasing Bagi an
terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagi an;

b) Orektorat paling banyak 6 (enam), nasing-nasing
Orektorat terdiri dari paling banyak 5 (lina)
Subdirektorat dan Subbagian Tata saha, dan
nasi ng-nasing Subdirektorat terdiri dari paling
banyak 4 (enpat) Seksi.

Badan terdiri dari :

a) Sekretariat Badan terdiri dari paling banyak 4
(enpat) Bagian, dan nmasing-nasing Bagian terdiri
dari paling banyak 3 (tiga) Subbagi an;

b) Pusat paling banyak 3 (tiga), masing-nasing Pusat
terdiri dari kelonpok jabatan fungsional dan/atau
dapat terdiri dari paling banyak 5 (lina) B dang,
dan nasing-nmasing B dang terdiri dari paling banyak
4 (enpat) Subbi dang.

Depart emen Hukum dan Hak Asasi Manusi a

1)

2)

3)

4)

Sekretariat Jenderal terdiri dari paling banyak 6 (enan)
Biro, nmasing-masing Biro terdiri dari paling banyak 5
(I nma) Bagi an, dan masing-nasing Bagian terdiri dari
paling banyak 4 (enpat) Subbagi an.

| nspektorat Jenderal terdiri dari :

a) Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri dari
paling banyak 5 (lina) Bagian, dan nasi ng-nmasi ng
Bagi an dapat terdiri dari paling banyak 4 (enpat)
Subbagi an;

b) | nspekt or at pal i ng banyak 6 (enan), dan
nasi ng-nasi ng Inspektorat terdiri dari Subbagi an
Tata Usaha dan Kel onpok Jabat an Fungsi onal .

Orektorat Jenderal terdiri dari :

a) Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari paling
banyak 5 (lina) Bagian, dan nasing-nasing Bagi an
terdiri dari paling banyak 4 (enpat) Subbagi an;

b) Orektorat paling banyak 6 (enam), nasing-nasing
Orektorat terdiri dari paling banyak 5 (lina)
Subdirektorat dan Subbagian Tata saha, dan
nasi ng-nasing Subdirektorat terdiri dari paling
banyak 4 (enpat) Seksi.

Badan terdiri dari :

a) Sekretariat Badan terdiri dari paling banyak 5
(lima) Bagian, dan nasing-masing Bagian terdiri



dari paling banyak 3 (tiga) Subbagi an;

b) Pusat paling banyak 4 (enpat), nasing-nasing Pusat
terdiri dari kelonpok jabatan fungsional dan/atau
dapat terdiri dari paling banyak 5 (lina) B dang,
dan nasing-nmasing B dang terdiri dari paling banyak
4 (enpat) Subbi dang.

Depart enen Pert ahanan

1)

2)

3)

4)

Sekretariat Jenderal terdiri dari paling banyak 6 (enan)
Biro, nmasing-masing Biro terdiri dari paling banyak 4
(enpat) Bagian, dan nmasing-nasing Bagian terdiri dari
paling banyak 3 (tiga) Subbagi an.

| nspektorat Jenderal terdiri dari :

a) Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri dari
paling banyak 5 (lina) Bagian, dan nasi ng-nmasi ng
Bagian terdiri dari paling banyak 4 (enpat)
Subbagi an;

b) | nspekt or at pal i ng banyak 5 (I ma), dan
nasi ng-nasi ng Inspektorat terdiri dari Subbagi an
Tata Wsaha dan Kel onpok Jabat an Fungsi onal .

Orektorat Jenderal terdiri dari

a) Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari paling
banyak 4 (enpat) Bagian, dan nasing-nasi ng Bagi an
terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagi an;

b) Orektorat paling banyak 6 (enam), nasing-nasing
Orektorat terdiri dari paling banyak 5 (lina)
Subdirektorat dan Subbagian Tata saha, dan
nasi ng-nasing Subdirektorat terdiri dari  paling
banyak 4 (enpat) Seksi .

Badan terdiri dari :

a) Sekretariat Badan terdiri dari paling banyak 4
(enpat) Bagian, dan nmasing-nasing Bagian terdiri
dari paling banyak 3 (tiga) Subbagi an;

b) Pusat paling banyak 5 (lima), dan nasing-nasing
Pusat terdiri dari kelonpok jabatan fungsional
dan/atau dapat terdiri dari paling banyak 3 (tiga)
dang, dan nasi ng-nmasing B dang dapat terdiri dari
pal i ng banyak 3 (tiga) Subbi dang.

Depar t enen Keuangan

1)

2)

3)

Sekretariat Jenderal terdiri dari paling banyak 7 (tujuh)
Biro, nmasing-masing Biro terdiri dari paling banyak 5
(lima) Bagian, dan nasing-nasing Bagian terdiri dari
pal i ng banyak 4 (enpat) Subbagi an.

| nspektorat Jenderal terdiri dari :

a) Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri dari
paling banyak 5 (lina) Bagian, dan nasing-nasing
Bagian terdiri dari paling banyak 4 (enpat)
Subbagi an;

b) | nspekt or at paling banyak 7  (tujuh), dan
nasi ng-nasi ng Inspektorat terdiri dari Subbagi an
Tata Wsaha dan Kel onpok Jabat an Fungsi onal .

Orektorat Jenderal terdiri dari :

a) Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari paling
banyak 5 (lina) Bagian, dan nasing-nasing Bagi an
terdiri dari paling banyak 4 (enpat) Subbagi an;



4)

5)

b) Orektorat paling banyak 8 (del apan), nasi ng-nasing
Drektorat terdiri dari paling banyak 6 (enam
Subdirektorat dan Subbagian Tata saha, dan
nasi ng-nasing Subdirektorat terdiri dari paling
banyak 4 (enpat) Seksi.

Badan terdiri dari :

a) Sekretariat Badan terdiri dari paling banyak 5
(lima) Bagian, dan nasing-masing Bagian terdiri
dari paling banyak 4 (enpat) Subbagi an;

b) paling banyak 7 (tujuh) Pusat, mnasing-nasing Pusat
terdiri dari Kelonpok Jabatan Fungsional dan/atau
dapat terdiri dari paling banyak 5 (lina) B dang
dan nasing-masing B dang terdiri dari paling banyak
4 (enpat) Subbi dang.

Khusus Badan Pengawas Pasar Mdal dan Lenbaga Keuangan

terdiri dari :

a) Sekretariat Badan terdiri dari paling banyak 5
(l'ima) Bagian, dan nasing-nmasing Bagian terdiri
dari paling banyak 4 (enpat) Subbagi an;

b) pal i ng banyak 11 (sebel as) ro, nmasing-nmasing Bro
terdiri dari paling banyak 5 (linma) Bagian, dan
nasi ng-nasing Bagian terdiri dari paling banyak 3
(tiga) Subbagi an."

Depart enen Agana

1)

2)

3)

4)

Sekretariat Jenderal terdiri dari paling banyak 6 (enan)
Biro, nmasing-masing Biro terdiri dari paling banyak 4
(enpat) Bagian, dan nmasing-nasing Bagian terdiri dari
paling banyak 3 (tiga) Subbagi an.

| nspektorat Jenderal terdiri dari

a) Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri dari
paling banyak 4 (enpat) Bagian, dan nasing-nmasi ng
Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga)
Subbagi an;

b) | nspekt or at pal i ng banyak 5 (I ma), dan
nasi ng-nasi ng Inspektorat terdiri dari Subbagi an
Tata Wsaha dan Kel onpok Jabat an Fungsi onal .

Orektorat Jenderal terdiri dari :

a) Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari paling
banyak 4 (enpat) Bagian, dan nasing-nasi ng Bagi an
terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagi an;

b) Orektorat paling banyak 6 (enam), nasing-nasing
Orektorat terdiri dari paling banyak 5 (lina)
Subdirektorat dan Subbagian Tata saha, dan
nasi ng-nasing Subdirektorat terdiri dari paling
banyak 4 (enpat) Seksi.

Badan terdiri dari :

a) Sekretariat Badan terdiri dari paling banyak 4
(enpat) Bagian, dan nmasing-nasing Bagian terdiri
dari paling banyak 3 (tiga) Subbagi an;

b) Pusat paling banyak 5 (lina), nasing-nmasing Pusat
terdiri dari kelonpok jabatan fungsional dan/atau
dapat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) B dang,
dan nasing-masing B dang terdiri dari paling banyak
3 (tiga) Subbidang."



11.

12.

O antara ketentuan Pasal 140 dan Pasal 141 disisipkan 3 (tiga)
Pasal, yakni Pasal 140 A Pasal 140 B, dan Pasal 140 C sehingga
ber bunyi sebagai beri kut :

"Pasal 140 A

Kenenterian Negara Koperasi dan Wsaha Kecil dan Menengah di sanpi ng
nenyel enggar akan fungsi sebagai mana di maksud dal am Pasal 95, juga
nenyel enggar akan fungsi tekni s pel aksanaan penberdayaan koperasi dan
usaha mkro, kecil dan nenengah.

Pasal 140 B

Kenent eri an Negara Perunahan Rakyat di sanpi ng nenyel enggar akan fungsi
sebagai nana di naksud dal am Pasal 109, juga nenyel enggarakan fungsi
oper asi onal i sasi kebi jakan penyediaan rumah dan pengenbangan
lingkungan perunahan sebagai bagian dari  pernmuki nan ternmasuk
penyediaan rumah susun dan penyediaan prasarana dan sarana
I i ngkungannya yang dal am pel aksanaannya dil akukan oleh unit kerja
yang ber bent uk Pusat .

Pasal 140 C

(1) Kenenterian Negara Peruda dan Qah Raga  disanping
nenyel enggar akan fungsi sebagai rana di naksud dal am Pasal 111,
juga nenyel enggarakan  fungsi oper asi onal i sasi kebi j akan
penbi naan dan pengenbangan kepenudaan dan keol ahr agaan.

(2) Dalam nenyel enggarakan fungsi  operasi onal i sasi kebi j akan
sebagai nrana dinmaksud pada ayat (1), untuk pel aksanaan
tugas-tugas teknis tertentu dapat dibentuk UWhit Pel aksana
Tekni s sesuai kebut uhan. "

Ket ent uan Pasal 141 di ubah, sehi ngga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 141
Kenent eri an Negara  Perencanaan Penbangunan  Nasi onal dal am
nel aksanakan tugasnya nenggunakan unit organi sasi dan sunber daya di
I i ngkungan Badan Per encanaan Penbangunan Nasi onal . "

Pasal 11

Peraturan Presiden ini mul ai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Otetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Cktober 2005

PRES DEN REPUBLI K | NDONESI A
ttd.

DR H SUS LO BAMBANG YUDHOYONO



